




PSAK 45 merupakan pernyataan standar keuangan yang diperuntukan 
untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Namun kenyataannya 
masih banyak ditemukan  bahwasannya PSAK 45 belum diterapkan pada 
entitas nirlaba yang berorientasi pada kegiatan keagamaan. Penelitian ini 
melibatkan beberapa organisasi pensejahteraan masjid dan instansi 
pemerintah yang memiliki wewenang untuk membina manajemen masjid, yang 
bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman organisasi pensejahteraan masjid 
tentang PSAK 45 terhadap pembukuan masjid, mengeksplorasi faktor kendala 
dalam proses penerapan PSAK 45, haarapan adanya pedoman pelaporan 
keuangan untuk tempat peribadatan. Dengan menggunakan penelitian 
deskriptif kualitatif dan metode wawancara, hasil yang diperoleh dapat 
menjelaskan secara spesifik apa yang sebetulnya terjadi dalam hal penerapan 
PSAK 45 pada tempat peribadatan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PSAK 45 belum diterapkan 
oleh pihak organisasi pensejahteraan masjid pada masing-masing masjid. 
Terdapat beberapa faktor kendala yang mempengaruhi pihak organisasi 
pensejahteraan masjid untuk menerapkan PSAK 45 sebagai standar pelaporan 
keuangan masjid. Walaupun kondisi yang terjadi seperti itu pihak organisasi 
pensejahteraan masjid menginginkan adanya penyatuan standar pelaporan 
keuangan masjid yang berdaya banding tinggi   
 

























PSAK 45 is a financial standard statement intended to regulate 
financial reporting of non-profit entities. But in reality, there are still found 
that PSAK 45 has not been applied to non-profit entities which oriented to 
religious activities. This study involves several mosque welfare organizations 
and government agencies that have the authority to build up mosque 
management, which aims to explore the understanding of mosque welfare 
organizations about PSAK 45 for mosque bookkeeping, explore constraints in 
the process of applying PSAK 45, in order to become financial reporting 
guidelines for places of worship. By using qualitative descriptive research and 
interview methods, the results obtained it can explain specifically what actually 
happened in the application of PSAK 45 to places of worship. 
 
The results of this study indicate that PSAK 45 has not been applied by 
mosque welfare organizations in each mosque. There are several constraints 
that influence the mosque welfare organization to implement PSAK 45 as a 
mosque financial reporting standard. Despite the current conditions, the 
mosque welfare organization wants a unification of the mosque's financial 
reporting standards that are of high comparative power. 
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